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BUPATI LAMONGAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 70 TAHUN 2020 

TENTANG 

( SALINAN ] 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN , 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 

Pasa l 4 

Nomor 5 

Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaima na 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 18 Ta hun 2019 ten tang Peruba han 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten ta ng 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lamongan, perlu m enetapkan Peratu ran 

Bupati tentang Kedudukan , Susunan Organisa si, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerj a lnspektorat 

Kabupaten Lamongan. 

1. Undang-Undang Nom or 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daera h-Daera h Ka bu pa ten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumka n 

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Unda ng-U ndang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah TingkaL II 
Surabaya dengan m engubah Undang-Unda n g Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera h ­
Daerah Kota Besar dala m Lingkungan Propinsi J awa 
Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat d a n Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamba ha n 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambaha n 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah a n 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te lah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahcJ.n 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denga n 

PeraturanPemerinta h Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Ata s Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 

Nomor 6402); 

5 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tenta ng 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentuka n Prociuk Hukum Daerah 

(Berita Negara Re publik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Mente ri Dala m Nege ri Nomor 120 Tah un 

2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Men te ri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 



Menetapkan 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 

2017 ten tang Pedoman Nomenklatur Inspektorat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605) 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Ta hun 2019 Nomor 1447); 

10 . Peraturan Dae ra h Kabupaten Lamongan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan d a n Susunan 

Perangkat Daerah Ka bupaten Lamongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lemba ran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 

20). 

11 . Peraturan Daera h Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentuka n Produk 

Hukum Daera h (Lembaran Dae ra h Ka bupaten 

Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan . 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lamongan. 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupate n 

Lamongan. 

6. Inspektur adalah Inspektur pada 

InspektoratKabupaten Lamongan . 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerj a pada inslansi pemerintah. 

8 . Kelompok J abatan Fungsional adalah Kelompok 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwe na ng 

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi badan daerah. 

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah , yang 

selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah un tuk 

mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, 

misi dan tujuan organisasi dalam rangka leb ih 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungj awab yang disusun secara berkala. 

10. Lapora n Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 

1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah yang disampaika n oleh 

Bupati kepada Pemerintah. 

11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, ya ng 

selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhi r 

masa jabatan ya ng disampaikan oleh Bupati kepada 

DPRD . 

12 . Urusan Pemerinta han adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

mensej ah terakan masyaraka t. 
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13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua Daerah. 
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggaraka n oleh 
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Dae rah. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

( 1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerin tah 

Daerah di bidang pengawasan daerah. 

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Inspektur yang secara operasional 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati dan secara teknik administratif mendapat 

pembinaan dari Sekretaris Daerah 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : 
a. Inspektur; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; 

2 . Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 

d . Inspektur Pemba ntu Wilayah II ; 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III ; 

f. Inspektur Pemba ntu Investigas i; 

g. Jabata n fungsional. 

Pasal 4 

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercan tum dalam la m pi ran dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini . 



BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Inspektur 

Pasal 5 
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Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

mempunya1 tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah , 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan 
Pemerintahan Desa di bidang pembangunan , 

pemerintahan dan kemasyarakatan. 

Pasal 6 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, lnspektur mempunyai fungsi: 

a. penetapan petunjuk operasional masing-masing 

program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ; 

b. penetapan dan pengendalianStandar Operasiona l 

Prosedur penyelenggaraan masing-masing program 

dan kegiatan di lingkungan Inspektorat; 

c. perumusan dan penetapan bahan kebijakan 

petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan 

penilain terhadap tlngkat keberhasilan pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah dan desa; 

d . penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan 

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non 

PKPT; 

e. penyelenggaraan penguJ1an terhadap laporan 

keuangan perangkat daerah; 

f. penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran 

laporan atau pengaduan tentang hambatan , 

penyimpangan a tau penya lahgunaan tugas 

perangkat daerah; 

g. penyelenggaraan pembinaan , koordinasi dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; 
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h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional / 
pengawasan di lingkungan Inspektorat; 

1. penyelenggaraankoordinasi danreview laporan 
keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan 

mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan 
Anggaran Perangkat Daerah AKIP / LAKIP Pemerinta h 

Daerah; 

J. penyelenggaraan pengawasan terhadap d a n a 

bantuan atas dasa r permintaan ; 

k. penyelenggaraan koordinas i denga n ins tansi terka i L 

pelaksanaan tugas lnspektorat ; 

1. pengendalian dan pengesahan laporan keuangan 

lnspektorat untuk disampaikan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah sebaga i bahan 

pertanggungj aw a ban keuangan; 

m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

Pasa l 7 

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud da la m Pasa l 3 

huruf bmempunyai tugas m elaksa nakan pengkaj ia n 

bahan perumusa n kebij a kan teknis da n fa silitas i 

penyiapan bahan koordinasi pengawasa n dan 

pelayanan admnistratif dan fungsional di bida ng 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan 

administrasi umum. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yan g 
berada di bawa h dan bertanggung jawab kepada 

Inspektur. 

Pasa l 8 

Dalam m ela ksanaka n tugas sebagaimana dimaksurl 

dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris m empunyai fungsi: 
a . penyelenggaraan pengkajian progra m kerja 

sekretariat dan bahan perumusan kebij a kan teknis 

kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaa n , 

keuangan, umum dan kepegawaian , evaluasi serta 

pelaporan; 
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b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan 

teknis di bidang penyusunan perencanaan, 

keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta 

pelaporan; 
c. pengendalian administrasi keuangan, administrasi 

kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan da n 

ketatalaksanaan; 
d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijaka n 

anggaran; 

e. penyelenggaraan 

perlengkapan; 

urusan rumah tangga da n 

f. penyelenggaraan dokumentasi peraturan 

perundang-undangan, perpustakaan, protokol da n 

hubungan masyarakat; 

g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan 

kearsipan; 

h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaa n 

jabatan fungsional; 

1. menyelenggarakann pengkajian bahan perumus8. n 

rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Inspektorat; 

J. penyeliaan telaahan staf sebagai baha n 

pertimbanga n penga mbilan kebijakan ; 

k. penyelenggaraan koordina si dengan unit kerj a 

terkait; 

1. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di 

bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum 

dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan. 

Pasal 9 

( 1) Sub Bagia n Perencanaan da n Keu a nga n 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf b a ngka 
1 mempunyai tugas : 

a. mc la ks,11 1Clk,111 1x:11_,usu11c1 11 p r-<Jgr:1111 h.(Tj<1 ~1.I> 

Bagian Pnl·11crnaa 11 du 11 1..:cu a 11gc111, 

b. mclaksctll c.ik;_111 koordi1wsi d,dam pc·11,·usu11 ;111 

p rogram kc rja d i li ngkup lnspek lornt ; 

c. mela ksa nakan penyusuna n ba h a 11 pc ru 111 us,t 11 

LKj lP, LPPD , Ll..: P,J lingkup lnspcktornt ; 

d. m e laksa1rn k ,1 n pcnv usur1c..1 11 lJ e-t hc111 kLTjd :-..1 r 11. 1 . 

pe ne li t ian dun koordim-isi pelaksa1wa n pn>gr:1111 
re formas i hirokr ,1 si lingkup ln sp<"ktorc11; 

c. mclc1ks;_in;_1kd11 k()(irdi1wsi cL t! ,nn i>('J' U!l1u-.;;111 

b,1h<111 l~c· nc;1 1u })<·1nbi11H2,t111i1 11 . l <11q.;,k;i fvll-1 11·1,c~.1!1 

Dn<T,lh. 1~1 · 11(·,111;1 Stri!t1·L<,tS. l~t'!ll ;111;1 l,1 T1., . 

lnclik,1t(i1 l,11H 1J,1 l t.u1 1, 1. 1,(·1-_i:1r1J1.ir1 i,1rll r_11 1.,1'1 



(2) 

g 

dokumen pe re nc a naan lainnya s csua i dcnga n 

ke lenluan _vcm g bcrlaku ; 

L m e laksana kan pcnyusunan baha11 kchij,ikan 

teknis penyusunan rencana opernsional berupa 

petu njuk te kni s, Standar Ope rasion,1 1 Prnsc>dur. 

cl an ln ckks ~cpu r1s,rn Masvr1r·r1kc-it cli lirw:k11nl2.d11 

1 n s pF k to r,1 t : 

(J 
t-,· mclc1ksu11 ;1k ;111 k<>orcli11c1s1 

bahan Rt·n cci1w l,C'rja d an 

Pe laksa nwrn Anggarnn 

c!c1ln111 ]HTt1n1us,1 11 

Angg,1rt111, l) okumc-11 

scrliJ pcruh,d1d11 

anggarn n scsw11 kt>tentrn1n ci a n pl nfon nnggar;1n 

ya n g dilctapk ,111 : 

h. m e laksa nakan pc nyusunan pembualan daftcir 

gaji dan tunj n nga n d ae rah scrrn pL' mbu:-, ,ir,111 

la innya; 

1. m e lc1ksc1nc1k,rn ,1rlministrnsi ,1n D;gnrn11. v('ririk: 1<..; i 

keuangan , pcrtanggungjc1wcd),\ll cl ,rn l,1p< 1rc111 

ke u a ngan : 

koo rdinasi chin pc n \. t 1 c.; u n ;in 

bnh,m ti 11d i1 k l,111_1 u l L,qxmrn 11 asi I l\ ·mni ks,1;i 11 

lin gk:up l11sp< ·kt()r,11 ; 

k . mclcikuk ;i n 111 <n1it<11· 111.~. n· ,1IL1,1si cL1 1 1 pl ·l;1p1J1,111 

pcl a k sa11;i11 tugc1s sccarc1 ruLi11 clc.111 111s1dc111c1 ! 

Su b Bagi,111 Pcrcncanm.in chm E\'a lu ,1si: 

I. melaksc1 n<t ka11 tugi:is - t ugas lain \·,rng d il)l·rik c111 

olch Sckrcl~iris scsua1 d cngc111 t ug:1~; c! :::: 

fungsiny a. 

Sub Bagian Evaluasi dan 

dimaksud dalam Pasal 

Pelaporan sebagaimana 

3 huruf b angka 2 

mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan program k e rj a Sub 

Bagian Evaluas i dan Pelaporan; 

b. melaksana kan pe n yusunan baha n koo rdin a si 

Sub Bagia n evaluas i dan pelaporan; 

e. memeriksa inventa risasi hasil pen gawasan dan 

tindaklanjut hasil pengawasan ; 

f. melaksanakan pengadministrasian laporan h as il 

penga wasan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan laporan hasil 

pengawasan; 

h. melaksanakan penyusunan statistik hasil 

pengawasan; 

1. melaksanakan penyusunan bahan 

penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
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J. melaksanakan penyusunan telaahan staf se bagai 

bahan pertimbangan pengambilan kebijaka n di 

bidang evaluasi dan pelaporan; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi d a n 

pe lapora n p<'l ,d,:-,:rn,111 11 t !.!; ,l s st -c ,1 r, 1 n I Ii 11 c L 111 

i11sick11tdl ~ul) l3,1g1it11 Evaluasi dan Pe laporan ; 

I. mclaks;.11wkr111 1111.2:;1s -111g,,s lai11 ,,11w, clilwrik ,11 1 

olch Sckn·t:1ris scsL1,11 clc11g;i11 tL1g,1s cl. 111 

fungsin va. 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dalamPasal 3 huruf b angka 3 mempunyai 

tugas : 

a. m e laksa n a kan penyusunan prngn:nn kerj:1 SL1h 

Bagian Umum dan h e pegawaian; 

b. m e> laks~rna k8n pFnge loh,111 t:11 r1 pcrs11rn1;111 

tatal8 ksan ,1. clm1 kenrsir;.111: 

c. mclaksan akan 

;1clministr,1 s1 

pen\ USUll,.lrl 

kc· I wg,m·,1 i:111 cl, l ll 

sL1rnlwr d .1, :1 11!: 11 1.1s1:1 l,-;1 ·p q.!,:1 \\ 1i;1 11: 

Ltru :-,:111 

cl . nwlaks;11wkc111 pt ·1nus1111,111 1-c1H·<111;1 kdH11 u h,1 11 

s,1r;111 :1 cl. 111 pr .. :-, c1 rt111. i. pc 11gur::·-.. , !: :·. ,:!., . 

t;1ngg;1, r('ric·ngk:1p,lll . pt-rrwl1h;1r:1;1 11 ' 1)1·r:1 1. \ ;1 1 ·• · : 

lin gkungan brntor , kcnd;-1rn crn clan c1sct binm ,1 

s e rta keLc rti ban , ke indahan dan kectrn ~rnu 11 

ka ntor; 

e. m e laksa n a kan penge lo la a n d a n pen a taus;1h;i;111 

c1 s ct; 

f. melaksanakan pcnyusunun 1Jc1ha11 pc, 1gkc111,1 11 

penc1lcl,rn kclcmh,1gc1,Jn. ;urn lisis jc1h,11 ,m. ;111 , t!1s 1:-, 

bchrn1 k,' 1~j :1 cLtn t·,· :1!u :tsi _j;1b :11 ;1 11 !i11~;k1•1, 

ln s pekt,>r,tt : 

g. nw!,tkukc111 ;1d 111i11istrc1s1 p, ' J~j; 1 !, 1 I I, 111 

kt·pnit1)kc1l :1 11 t1rt1'<1n h11l1tlllg;111 rn ;1 c.; \" 11· ,i1.._. 11 ri:11• 

pc11gclolaa11 111i'\Jrtll c:1si pulJ11K , 

h. m e laksarrnkan rnun1Lor111g, evaluasi cL111 

pclaporan pcla ksanan tugas sccc1r,1 ruti11 cl,111 

in si dental Sub Bagian Umum d a n ~ epcgawaia11 , 

1. rn c laksan a kcm tugas- tug,ais lain \ 'cing clihnik ,1 11 

olch Sckn·Ltris scsu ,11 ci<'lll~,11 1 1t 1c.i_; 1" ,I,· 

fungsin _v a. 



Bagian Keempat 
Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu 

Wilayah II , dan Inspektur Pembantu Wilayah III 

Pasal 10 

11 

(1) Inspektur Pemba ntu Wilayah I, Inspektur Pembantu 

Wilayah II , danlnspektur Pembantu Wilayah III 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerin tahan daerah 

dan kasus pengaduan di bidang pembangunan , 
pemerintaha n dan kemasyarakatan pada masing­

masing wilayah kerjanya . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, 

Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur 

Pembantu WilayahIII mempunyai fungsi: 

a. penye lenggarnan pengkajian RPJPD , RPJMD , 

RKPD , Renstra, Renja, RKA , DPA, PK , LAKlP, 

Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesua1 

bida ng tugasnya; 

b. penyelenggaraan pengkajian program kerja 

pengawasan pemerintah bidang pembangunan , 
pemerintahan, kemasyarakatan pada masing­

masing wilayah kerjanya; 

c. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan 

Pembinaan dan pengawa san pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menj ad i kewenangan 

daera h dan tugas pembantuan oleh perangkat 

daera h di wilayah kerja; 

d. pem binaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan ya ng menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pemba ntuan oleh 

perangkat daerah di wilayah kerja; 

e. pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh 

perangkat daerah di wilayah kerja; 

f. penyelenggaraan pemeriksaan, penguJ1a n dan 
penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan 

urusan pemerinta han yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat 

daerah di wilayah kerja ; 

g. penyelenggaraan koordinasi pela ksanaan tugas 
dengan Perangkat Daera h terkait; 
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h. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasa ma 

pembinaan dan pengawasan dengan pengawas 

internal Pemerintah lainnya; 
1. pemantauan dan pemutakhiran tindakla njul 

hasil pengawasan pada masing-masing wilayah 

kerja; 
J. penyelenggaraananalisis dan verifikasi hasil 

pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan oleh perangka t 

daerah di wilayah kerja; 
k. penilaian hasil kerja bawahan secara berjenj a ng 

dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil 

kerjanya untuk ba ha n pengemba nga n ka ri e r ; 

1. pela poran ha sil pelaksa naan tugas da n / a ta u 

kegiatan kepada pimpinan; 

m . penyelenggaraan fungsi la in yang diberikan oleh 

Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 

Inspektur Pembantu Investigasi 

Pasal 11 

(1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksa naan 

urusan pemerinta ha n daerah dan ka sus penga dua n 

di bidang tindak pidana korupsi. 

(2) Dalam melaksa nakan tugas sebagaimana dima ksud 

pada ayat (1) , Inspektur Pembantu lnvestigasi 

mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pengawasan terkait pencega ha n 

tindak pidana korupsi; 

b . penyelenggaraan pengkajian RPJPD , RPJMD , 

RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, 

Laporan Keuanga n, LPPD dan LKPJ sesua1 
bidang tugasnya; 

c. penyelenggaraan koordinasi 

Rencana Aksi Pembera ntasan 
Pelaksa naa n 

Korupsi MCP 
Korsupga h 

Republik 

Komi s i Pemberanta san Korups i 

Indonesia serta melakuka n 
pemanta u a n te rh adap pelaksanaan rencana a ks i 

pemberantasan korupsi terintegrasi ya ng 
dilakukan oleh Korsupga h Komi s i 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 
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d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 
terhadap pencapa1an rencana aksi Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan 
monitoring terhadap pela ksanaan pencapa1an 

dan pengelolaan LHKPN / LHKSN; 

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksa naan Unit 

Pengendalian Gratifikasi dan Melakukan 

monitoring dan evaluas i terhadap Pela ksa naan 

Unit Pengendalian Gratifikasi; 
f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim 

saber pungli da n melakukan sosialisasi saber 

pungli; 

g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan saber pungli ; 

h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan 

maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta 
m elakuka n evaluasi pela ksa naan maturitas SP!P 

Kabupate n Lamongan ; 

1. penye lenggaraa n koordin a si pe la ksanaan 

reformasi birokrasi; 

J. penyelenggaraan monitoring pelaksanaa n 

Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona 

Integritas ; 
k. penyelenggaraan monitoring penera pa n Wistle 

Blowing System; 

1. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan 

tertentu m ela lui pemeriksaan, pengusuta n , 

penguJ1an terhadap indikasi tindak pidana 

korupsi atas penugasan dari pimpinan; 

m . penye lenggaraan koordina si pela ksanaan tugas 

dengan Perangkat Dae rah te rkait; 

n. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasa ma 

pencegah a n t inda k pidana korupsi dan 

pengawasan untuk tujuan tertentu dengan 

pengawas eksternal pemerintah dan Aparat 

Penegak H ukum ; 

o . penyelenggaraan fungsi la in yang diberikan oleh 

Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Bagian Kelirna 
Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pa sal 12 

14 

( 1) Kelornpok Jaba tan F'ungsional rnernpunyai tugas 

pokok rnernberika n pe layana n fungsi ona l 

berdasarkan kea hlian dan kete rarn pi Ian terten tu. 

(2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlah ten aga 

dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagi dala rn 

berbagai kelornpok sesuai bidang keahlian dan 

keterarn pilannya. 

(3) 

(4) 

Penetapan Jabatan Fungsiona l dilakuka n 

berdasarkan sifat, Jen1s, kebutuhan dan 

kerjanya. 
Jenis dan jenjang jaba tan f ungsional dia tur 

peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pa sal 13 

beba n 

sesuai 

(1) Inspektur 

operasional 

bawah dan 

rnela ksana kan tugas ba ik teknis 

rnaupun teknis adrninistratif berada di 

bertanggung jawab kepada Bupa ti 

rnelalui Sekretaris Daera h dan dalarn rnelaksana ka n 

tugasnya rnenyelengga rakan hubungan fungsion a l 
dengan instansi la in yang berkaita n dengan 

fungsinya . 

(2) Da larn rnelaksa n a ka n tugas pokok , Inspektur waj ib 

rnenera pka n prinsip-prinsip koordinasi, in tegrasi , 

sinkronisasi da n s im plifikasi. 

(3) Inspektur wajib memirnpin dan memberika n 

birnbinga n serta petunjuk pela ksanaan tugas kepada 

bawahan. 

(4) Inspektur wajib rnengikuti dan rnernatuhi petunjuk 

dan bertanggung jawab pada atasan serta 

rnenyarnpaikan laporan berkala secara tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterirna oleh Inspektur dari 

bawahannya wajib diola h dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusuna n la poran lebih la njut. 

(6) Dalarn penyarnpaia n lapora n kepada a tasan , 

te rnbusa n la poran wajib disa mpaika n ke pa da satu a n 
orga nisasi lain yang seca ra fungsion a l mempunyai 
hubunga n kerj a . 
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(7) Dalam melaksanakan tugas, lnspektur dan unit 
organisasi di bawahnya wajib mengadaka n rapat 
berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan. 

Pasal 14 

(1) Inspektur dan masing-masing pimpinan unit kerja 

dapat menugaskan bawahannya di luar tugas da n 

fungsi ja batan yang telah ditetapkan sebagai tuga s 

tambahan sepanjang masih berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada 

bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas 
dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan . 

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan (2) h arus ditetapka n sebagai target kinerj a rli 

dalam Sasaran Kerj a Pegawai (SKP) da ri setiap 

bawahan yang diberi be ban tugas tambahan. 

(4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib 

melaporkan h as il pelaksanaan tugasnya kepada 

pimpinan yan g menugaskan. 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Inspektorat yang sudah dibentuk dan Pejabat yang tela h 

ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap 

menduduki jabatannya dan melaksanakan tuga s 

sampai dengan dila ntiknya pejabat yang baru 

berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamonga n 
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(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 

Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati 1m mulai berlaku pada tangga l 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan 

pengundangan Pera tu ran Supati rn1 dengan 

menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 23 Desember 2020 

Diundangkan di Lamongan 

pada tanggal 23 Desember 2020 

Pj . SEKRETARIS DAERAH 

KASUPATEN LAMONGAN , 

ttd. 

HERY PRANOTO 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

TAHUN 2020 NOMOR 70 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd. 
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